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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT KEPALA DESA JENARSARI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan tanggung jawab untuk sebesar — besarnya kemakmuran
masyarakat Desa;

b. bahwa  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintah Desa berdasrkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Wali Kota
dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang RAPBDesa kepada camat atau sebutan lain, Camat
memutuskan dengan Surat Keputusan Camat Gemuh Nomor :
140/050/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Evaluasi

Rancangan Peraturan Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh



Mengingat

Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2023.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a, b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Desa Jenarsari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2021Nomor
260);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
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22.
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24.
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26.

27.

Perubahan kedua Atas PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6
Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
TentangPedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentangPedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82
tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan PermusaywaratanDesa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Stadar Pelayan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1358);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
TransmigrasiNomor16Tahun
2019tentangMusyawarahDesa(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019Nomor 1203 );

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
TransmigrasiNomor 13 Tahun
2020TentangPerioritasPenggunaan Dana DesaTahun 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1035);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor1633);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
TransmigrasiNomor 3 Tahun 2021 tentangPendaftaran,
Pendataandan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
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41.

42.
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44.

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 /PMK.07 /2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Tranfer ke Daerah dan
Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 718);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun
2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha
Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas PeraturanBupati Kendal Nomor 52 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77
Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sumber
Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016Nomor 6 Seri E Nomor 6);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita

Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E Nomor
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15);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai dari
Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 31 seri
E Nomor 27);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri
E Nomor41);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
148);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal tahun
2016 Nomor 80 Seri E Nomor 47);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di
Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 82 Seri E Nomor 49);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain
yang Sah bagi Kepala Desa dan PerangkatDesa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019Nomor
30);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor
38);

Perturan Bupati Kendal Nomor 31 tahun 2018 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2018

tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana
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60.
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Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2018 Nomor 31);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 50 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 75 Tahun 2019
tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor76);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 79 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi
Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2019 Nomor 80);

Peraturan Bupati Kabupaten Kendal Nomor 80 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2019 Nomor 81);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2020 Nomor 38);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2020 Perubahan
Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa
Setiap Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor13);

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 85 Tahun
2020 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang
Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 43);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerahdan Retribusi
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran
2021 (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 62);
Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021
Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 16);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2022 Tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2022 Nomor 51);

Peraturan Desa Jenarsari Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)
Desa Jenarsari Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Jenarsari
Tahun 2020Nomor6);

Peraturan Desa Jenarsari Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Jenarsari
(Lembaran Desa Jenarsari Tahun 2018 Nomor 05);

Peraturan Desa Jenarsari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jenarsari
Kecamatan Gemuh (Lembaran Desa Jenarsari Tahun 2018
Nomor 5).

Peraturan Desa Jenarsari Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Jenarsari Tahun 2023
(Lembaran Desa Jenarsari Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Desa Jenarsari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang

Kerjasama Desa (Lembaran Desa Jenarsari Tahun 2022 Nomor

5).



Menetapkan

MEMUTUSKAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JENARSARI
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
berjumlah Rp 1.881.469.442 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan
Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat

Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.811.624.348,00
2. Belanja Desa Rp. 1.881.469.442,00
Surplus /defisit Rp. 69.845.094,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Rp. 104.845.094,00
Pembiayaan

b. Pengeluaran Rp. 35.000.000,00
Pembiayaan

Selisih pembiayaan (a—-b) Rp. (69.845.094,00)

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desaini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APBDesa;
b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

landasan operasional pelaksanaan APBDesa.



(1)

(2)

Pasal 5
Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidakt erduga.
Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. Berskalalokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a.

penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.



Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa

Jenarsari.

Ditetapkan di Jenarsari

Pada tanggal 31 Desember 2022

Diundangkan di Jenarsari

Pada tanggal 31 Desember 2022

LEMBARAN DESAJENARSARI TAHUN 2022 NOMOR 8



LAMPIRAN

PERATURAN DESA JENARSAR!

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES#

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JENARSARI

TAHUN ANGGARAN 2023
KODE REK URAIAN ANGGARAN KETERANGAN
(Rp)
1 2 3 A
‘4 PENDAPATAN
41 Pendapatan Asll Desa 265.281.250,00
42 Pendapatan Transfer 1.546,343.098,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.811.624.348,00
5. BELANJA
51 Belanja Pegawal 540.294.500,00
52 Belanja Barang dan Jasa 423.506.918,00
53 Belanja Modal 800.599.554,00
54 Belanja Tidak Terduga 117.068.470,00
JUMLAH BELANJA 1.881.469.442,00
SURPLUS / (DEFISIT) (69.845.094,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 104.845.094,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 104.845.094,00
62 Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000,00
622 Penyertaan Modal Desa 35.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 69.845.094,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00
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4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 265.281.250,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.546.343.098,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.811.624.348,00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 786.256.888,00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 672.134.170,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 31.200.000,00 | ADD, PBH
1.1.01 | 5.1. Belanja Pegawai 31.200.000,00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 296.157.600,00 | ADD, PBH
1.1.02 | 5.1. Belanja Pegawai 296.157.600,00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19.503.300,00 | ADD
1.1.03 | 5.1. Belanja Pegawai 19.503.300,00
1.1.04 Pe(?“);ediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK 52.411.200,00 | ADD, PAD, PBH
D
1.1.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 52.411.200,00
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 29.400.000,00 | ADD
1.1.05 | 5.1. Belanja Pegawai 29.400.000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga 11.033.600,00 | ADD, PBH
m, Listrik dIl)
1.1.06 | 5.1. Belanja Pegawai 1.033.600,00
1.1.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 45.160.000,00 | ADD, PAD, PBH
1.1.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 45.160.000,00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des 24.268.470,00 | DDS
a
1.1.08 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 24.268.470,00
1.1.91 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan T 64.000.000,00 | PAD
anah Bengkok)
1191 | 51. Belanja Pegawai 64.000.000,00
1.1.92 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaa 99.000.000,00 | PAD
n Tanah Bengkok)
1192 | 5.1. Belanja Pegawai 99.000.000,00
1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 18.000.000,00
1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 18.000.000,00 | PBH
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1.2.01 | 53. Belanja Modal 18.000.000,00

1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 93.622.718,00
dan Pelaporan

14.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 10.500.000,00 | DDS
Reguler)

1.4.01 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00

1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non 5.000.000,00 | DDS
Reguler)

1.4.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 5.000.000,00 | DDS

1.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 9.000.000,00 | PAD

1.4.05 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00

1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 750.000,00 | DDS
arakat

1.4.07 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 750.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 27.000.000,00 | DDS

1.4.08 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00

1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan 36.372.718,00 | PBH
& BPD

1410 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.372.718,00

15. Sub Bidang Pertanahan 2.500.000,00

1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2.500.000,00 | PAD

15.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 866.500.456,00

2.1. Sub Bidang Pendidikan 22.300.000,00

2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des 22.300.000,00 | DDS
a (Honor, Pakaian dll)

2101 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00

2.2. Sub Bidang Kesehatan 93.700.000,00

2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 15.600.000,00 | DDS, PBH
KB, dsb)

2201 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 15.600.000,00

2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 36.600.000,00 | DDS

2.2.02 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 36.600.000,00

2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 17.500.000,00 | pDs

2.2.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00

2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 3.000.000,00 | DDs

2.2.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00

2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana 21.000.000,00 | DDS
Posyandu/Polindes/PKD **

2.2.09 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 745.500.456,00

2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 12.981.250,00 | PAD
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2.3.06 | 5.3. Belanja Modal 12.981.250,00

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 470.729.406,00 | DDS, PBP

2.3.10 | 5.3. Belanja Modal 470.729.406,00

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) 261.789.800,00 | DDS, PBP

23.12 | 5.3. Belanja Modal 261.789.800,00

2.8. Sub Bidang Pariwisata 5.000.000,00

2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 5.000.000,00 | DDS

28.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 66.229.300,00

3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan 6.000.000,00
Masyarakat

3.1.03 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 6.000.000,00 | PAD
Lokal Desa

3.1.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 17.000.000,00

3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU 17.000.000,00 | PAD
T RI, Raya Keagamaan dll)

3.2.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00

3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 8.000.000,00

3.3.06 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 8.000.000,00 | DDS

3.3.06 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00

3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 35.229.300,00

3.4.03 Pembinaan PKK 10.229.300,00 | ADD, PBH

3.4.03 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 10.229.300,00

3.4.04 Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 20.000.000,00 | DDs

3.4.04 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00

3491 Pembinaan dan Operasional KPMD 5.000.000,00 | PBP

3491 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 69.682.798,00

4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 38.583.700,00

4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 6.000.000,00 | DDsS

4.2.04 | 5.3. Belanja Modal 6.000.000,00

4.2.05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet 32.583.700,00 | ADD, DDS
ernakan

4205 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 32.583.700,00

4.7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 31.099.098,00

4.7.02 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 31.099.098,00 | PBH

4.7.02 | 5.3. Belanja Modal 31.099.098,00

S BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 92.800.000,00

5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 5.000.000,00

5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 5.000.000,00 | DDs

5.1.00 | 5.4. Belanja Tidak Terduga 5.000.000,00
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52 Sub Bidang Keadaan Darurat 5.000,000,00
5200 Penanganan Keadaan Darurat 5.000.000,00 | DOS
5200 | 54 Belanja Tidak Terduga 5.000,000,00
53. Sub Bidang Keadaan Mendesak 82.800,000,00
53.00 Penanganan Keadaan Mendesak $2.800,000,00 | DDS
5300 | 54 Belanja Tidak Terduga 82.800.000,00
JUMLAH BELANJA 1.881.469.442,00
SURPLUS / (DEFISIT) (69.845.094,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pemblayaan 104.845.094 00
62 Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 69.845,094,00

ISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
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